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PUTUSAN
Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Crp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Sinar Gunung, pada tanggal 10 Agustus 1989,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Sosokan Baru, pada tanggal 2 September 1985,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juni
2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup
dengan Register Perkara Nomor: 204/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 4 Juni

2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di
Desa Sinar Gunung pada tanggal 9 September 2012 dicatat dalam Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong
tertanggal 10 September 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah
perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Gunung selama
satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di kebun di Desa Ipo Kecamatan Sibak sampai akhirnya
Penggugat dan Tergugat berpisah;
4., Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga
selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu
orang anak yang bernama ANAK , perempuan, lahir pada tanggal 19
Mei 2013, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama
Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun
setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan;
a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Penggugat
pernah melihat sering pesan mesrah dari wanita idaman lain Tergugat
dihandphone milik Tergugat;
b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan
Tergugat sering memberikan uang kepada keluarga Tergugat tanpa
sepengetahuan Penggugat;
C. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat sering
meminta Penggugat dan Tergugat untuk berpisabh;
d. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering
mengancam akan menceraikan Penggugat setiap terjadi
pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
12 Juli 2016, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat

berapakah Tergugat memberi uang kepada ibu Tergugat, namun
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Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat dan mengatakan
kepada Penggugat bahwa Penggugat jangan terlalu ikut campur dengan
urusan Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat
bahwa Penggugat wajib mengetahui apa yang dilakukan oleh Tergugat
karena Penggugat adalah isteri Tergugat, kemudian Penggugat juga
mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat selalu berlaku tidak adil
kepada keluarga Penggugat, mendengar perkataan Penggugat tersbeut
Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan mengatakan kepada
Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat, kemudian
Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan langsung membawa
semua pakaian milik Tergugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut
akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan
Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Desa Sinar Gunung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Desa Sosokan Baru;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya
untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak
keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu
Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan
mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim
yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan
keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang
tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan
Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Crp oleh Jurusita Pengadilan Agama
Kepahiang pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020, namun
Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah
menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi
tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat
dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir
tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis, maka
Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun
lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya
Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat
bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor:
97/07/1X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 September
2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah
mendengar keterangan dari saksi | nama SAKSI KE-1, umur 20 tahun,
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten
Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah
menyampaikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa jarak rumah saksi dan Penggugat sekitar 4 (empat) buah
rumabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di
Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Kebun
sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama setahun setelah menikah, kemudian antara
Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli
2016 yang lalu;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan
pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi
dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk
Penggugat dan keluarga;

- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mau cerai;

Saksi Il: SAKSI KE-2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan
sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dibelakang rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di

Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat kemudian pindah-pindah dan terakhir ke rumah
bersama di Kebun dan sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama beberapa tahun setelah menikah, kemudian antara
Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi sejak beberapa tahun yang lalu Penggugat dan
anak-anak kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah
melihat Tergugat datang atau menjemput Penggugat dan anak-anak
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli
2016 yang lalu;

- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi
dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk
Penggugat dan keluarga;

- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mau cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan
saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar
Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa
alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi
dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha
agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun
tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa
Tergugat dan Penggugat telah berpisah dua tahun lebih lamanya tanpa
izin dan alasan yang sah;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan
Tergugat berpisah dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah,
maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada

Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;
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Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis
causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan
sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan
Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh
Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya

akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya
sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh
karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang

diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah
mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI KE-1 dan
SAKSI KE-2;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI KE-1 yang
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 (dua) tahun
yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini tidak Penggugat dan
Tergugat pernah kembali hidup bersama sebagai suami isteri yang
didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI KE-2
menerangkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak
2 tahun lebih yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Penggugat
dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sebagai suami isteri

yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi
bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 yang berasal dari tetangga
Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap
bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di
depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg.
keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi

syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama SAKSI
KE-1 yang memberikan keterangan tentang Penggugat telah pergi
meninggalkan Tergugat sejak dua tahun lebih yang lalu dan SAKSI KE-2
memberikan keterangan tentang Penggugat telah pergi meninggalkan
Tergugat dua tahun yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang
saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua
orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti

saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada
tanggal 4 Juni 2020 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi
Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dua tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua
orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi,
maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat
tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah
mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya
Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat

tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga
macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah

tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan
alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat
Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka
berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang
menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka
Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan
Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa
izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah berpisah
rumah Selama 2 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan
sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil
gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu
membuktikan dalil-dalii gugatannya tentang antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahuh lebih lamanya, maka Majelis
Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan
perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat

telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat
tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka
Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah
beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat
yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan
tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Pasal 119 Kompilasi Hukum
Islam gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra

terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang
perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:
1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama,
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,

serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4., Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 721.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulgaedah 1441 Hijriah oleh kami
Nidaul Husni, S.HI, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Curup sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag, S.E. dan
Syamdarma Futri, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Syamsuhartono, S.Ag, S.E Nidaul Husni, S.HI, M.H
Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,
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Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P/T Rp. 580.000,00.
4. PNBP panggilan Rp. 20.000,00.
5. Redaksi Rp. 10.000,00.
6. Meterai Rp. 6.000,00.
Jumlah = Rp. 721.000,00.

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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